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Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan berlandaskan pada

Surat keputusan berama Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri P & K dan Menteri

Dalam Negeri) No.:6 Tahun 1975; No. 037 lU 11975; No.36 Tahun 1976 serta

Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1979, dengan ini Kepala Kanwil Departemen

Agama Propinri Jawe Barat memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasatr :

eehingga kepada Madrasah yang benangkutan diberikan hak menurut hukum untuk

menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti

ujian penamaan Madruah Negeri.
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KEPUTUSAN MENTERI HUKOM DAN TIAK ASASI MANOSIA REPOBLIK INDONESIA

NOmOR : C-1571 JI.o1 .O2.rs 2005

MENTERI HUI(UM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

menetapkan
PERTAMA

KEDUA

Sr:rat penoohman ttari Notarls L,lllo Alvlatr, SE ticnor Oz/NAil
Iy/ 2@5 taogBal 15 AIEIL 2005 perilral IErmohonan ?enEesaian
alrta pen(U-rlao Yayasarl Pendii i lcatr A1-Isblatr da.n Nonor Oj/NCII
/A/ zCf,,l tacgg- L li 1:ptenler 2005 perlha] pernohonan peng
esahaa akta pen<)I.riaa layasan Pend.ld lkar Bila Ishlatr.

Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang
disampaikan kepada kami, akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang L,erlaku, sehingga tidak ada
r(eberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan yang
dimaksud.

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran
Negara Pepublrk Indonesia Tahun 200l Nomor 1 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republil<
lndonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor l6lahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahurr 2004 Nornor 'l 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4430).

2. Surat Kenutusan Direktur Jenderal Administrasi l-lukum Umum Departemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik indonesia I'iomor C-
26 HT.o1.10.TH 2004 tanggal 06 Desembrr 2004 tentang l-ata Cara
Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran
Dasar Yayasan.

MEMOTUSKAN:

; Memberikan Pengcaahan Akta Pendirian Yayasan :

IAII,SAN PEMID]TAI{ BI}IA ISIAE
NPt P r 02.464.490.8-411.0o0

berkeihrdukaa ili Jelan Soapa1 Babakrar Desa Lengkong Gud'angt
Kecamtan Scrpongr Ke,bupatea Tangeraag, geEuai Akta Nomor Ol
taaegal 10 lluet 20O!, Akta Nom 04 taaggal oB Jwti 2@5 -
ttaa Akta Nom= 10 taoeBal 29 JuIl 20O5 yane <ll.buat oleh
Notaris ll}is.{lvLahr SE }erkealudukaa di Curug, Kabupaten
Taageraag.

: Keputusan llenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia ini
mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 07 0l:tober 2005

A-n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL

ADMINISTRASI HUKUM UA4UM
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